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Syadri Adnansyah (B 111 08 891), Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-pare (Putusan Nomor : 
54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare), dibawah bimbingan Slamet Sampurno 
selaku pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : (1) alat bukti 
yang digunakan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana KDRT 
(Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare), dan yang ke (2) untuk 
mengetahui hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT di 
kota Pare-pare (Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Pare-pare). 
 
Penelitian yang digunakan untuk menjawab kedua hal di atas adalah 
penelitian Yuridis Normatif dan Empiris, dengan menggunakan sumber dta 
Primer dan Sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan cara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dari data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian tersebut. 
 
Hasil yang dicapai setelah melakukan enelitian adalah : (1)Dalam kasus 
yang diteliti oleh Penulis, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti 
yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa 
dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses 
pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan 
saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et 
Repertum. yang ke (2) Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa 
ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan 
kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan 
terbatas.Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan 
dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam 
persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti 
oleh Penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam 
membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan 
beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak 
menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar 
telah melakukan kekerasan terhadap korban.Alat-alat bukti tersebut 
sebagaimana telah dikemukakan oleh Penulis pada pembahasan 
sebelumnya, yaitu keterangan saksi korban yang merupakan anak tiri dari 
Pelaku, dimana tindakan saksi korban untuk melaporkan Pelaku di dukung 
oleh Ibunya sendiri yang merupakan istri dari Pelaku yang dalam hal ini 
bertindak sebagai saksi. Selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu Visum 
Et Repertum. Dan juga keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui 
perbuatannya terhadap saksi korban. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah. 
Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila 
dibandingkan denganciptaan makhluk hidup lainnya, Hal tersebut 
dikarenakan manusia diciptakan dengan disertai akal, pikiran, perasaan 
dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia 
selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan 
menggunakan kelebihan yang dimilikinya.  
Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya tersebut, 
ternyata tidak mampu membuat manusia untuk dapat hidup sendiri, 
namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia selalu saling 
membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya dengan 
membentuk keluarga dan membina rumah tangga. 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal 
oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia 
belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan 
unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh 
sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota 
keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat.  
 Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup 
yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang 
ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nanntinya akan 
terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. 
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Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat 
menenteramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk 
menyesuaiakan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga 
dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup 
bahagia, tentram dan sejahtera.  
Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh 
setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabi'at dimana 
setiap manusia itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama 
karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agamapun 
memerintahkan didunia semuanya menganjurkan supaya orang itu 
setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih agama Islam 
yang dalam misinya mengemban beban berat untuk mebentuk manusia 
yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci 
Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.  
Oleh karena itu, manusia yang dalam keberadaannya sebagai 
organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga 
sebagaimana disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang 
dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal 
ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka 
jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan 
ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk 
membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.  
Banyak orang berpandangan bahwa,dalam keluarga dan 
kehidupan rumah tangga adalah tempat terindah dan ternyaman 
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bagidirinya, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian besar 
waktunya dalam lingkungankeluarga. Sebaliknya, banyak orang juga 
menyampaikan bahwa sekalipun keluarga merupakantempat terindah dan 
ternyaman bagi dirinya, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali 
menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang 
menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh 
orang-orang terdekat mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap 
anggota keluarga lainnya.  
Jaminan akan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik telah 
diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar dari negara ini yaitu 
dalam UUD Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi 
Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang 
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah”. Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan 
kehidupan yang lebih baik telah diatur dalam UUD Tahun 1945, namun 
tetap saja hingga saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau 
rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor penyebabnya yang 
secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, 
gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri. 
Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga 
atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala 
sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang – undang ini 
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diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan 
kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah 
tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini 
diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh 
anggota dalam rumah tangga itu sendiri. 
Batasan yang diberikan dalam UU No.23 Tahun 2004 dalam Pasal 
2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup 
keleuarga antara lain: 
1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orangsebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan 
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, 
yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan 
besan); dan/atau 
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 
Uraian diatas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak 
yang ada dalam lingkuprumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi 
pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat 
berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu 
pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga 
maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami 
istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami 
itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari 
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anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban 
kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum 
perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami 
yang menjadi korban, serta orang-orang yang tersubordinasi di dalam 
rumah tangga itu. 
Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah 
tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 
termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 
Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari adanya 
persoalan yang ada didalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan 
tersebut menimbulkan konflik antara suami dan istri maupun orang tua 
dengan anak yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam 
rumah tangga itu sendiri.  
Persoalan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang 
wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah 
tangga yang berjalan tanpa konflik dan konflik itu sendiri bukanlah 
merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semua keluarga 
pernah mengalami konflik dan yang kemudian mejadi berbeda adalah 
bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila 
masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka tentu setiap anggota 
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keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah 
tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan 
pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah 
kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi 
bila masing-masing anggota keluarga tak mengedepankan kepentingan 
pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-
sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yangbaik dan 
lancar.  
Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka 
konflik akansemakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian 
berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat 
sebagai KDRT) tersebut yang memberikan dampak yang sangat tidak baik 
bagi perkembangan keluarga itu sendiri.  
KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan initerjadi 
dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal 
yang intim, yaituantara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara 
anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah 
tangga yang tinggal menetap. Hubungan kedudukan pelaku dan korban 
yang sedemikian rupa  tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah 
tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga 
penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan 
jalan damai atau diselesaikan secara internal keluarga.  
Ironisnya kasus KDRTyang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi 
oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor 
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budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, 
dan hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan 
hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada 
ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian. 
Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat 
bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim 
dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan 
tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan 
yuridis dan berdasar keadilan. 
Bisa dibayangkan bahwa, alat bukti yang digunakan oleh hakim 
untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara 
kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas, seringkali 
aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti 
lainnya masihkurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika 
diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari 
kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorangitu 
harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya 
dapat di analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut 
belum menjadi alat bukti hukum yang sah.  
Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan 
kasus KDRT. Misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada 
visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan 
kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, 
padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. 
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Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam 
rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian 
kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk 
membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog. 
Uraian Penulis di atas menggambarkan tentang sulitnya proses 
pembuktian dalam kasus KDRT, khususnya yang berkaitan dengan alat 
bukti. 
Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa 
jika demikian makabagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk 
menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga 
berdasarkan pada alat bukti yang cukup? Berdasarkan uraian tersebut, 
Penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk 
menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang 
disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul “Kegunaan 
Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  










B. Rumusan Masalah. 
Dalam penulisan ini, Penulis melakukan pembatasan melalui rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Alat bukti apakah yang digunakan dalam proses pembuktian 
terhadap tindak pidana KDRT di Kota Pare-pare ?; 
2. Apakah kendala dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT di 
Kota Pare-pare ?. 
C. Tujuan Penelitian. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui alat bukti yang digunakan dalam proses 
pembuktian terhadap  tindak pidana KDRT di Kota Pare-pare.. 
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pembuktian tindak 
pidana KDRT yang terjadi di Kota Pare-pare. 
D. Kegunaan Penelitian. 
Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memberi manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai alat bukti 
dan proses pembuktian terhadap tindak pidana KDRT 
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada 
khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan 
tentang ilmu hukum. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan 



















A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. 
Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan 
merupakan subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara 
apapun bentuk dan klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari 
sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, seyogyanya lembaga 
peradilan juga menggunakan prinsip dan asasi bagaimana menjadikan 
sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap 
memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan 
keadilan (GoodGovernance). 
Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 
Undang-undangNo. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 
(empat) lingkungan peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat 
lingkungan peradilan/peradilan tersebut adalah : 
a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) 
b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
c. Peradilan/Pengadilan interen. 
d. Peradilan Agama. 
Namun didalam penjelasannya disamping keempat peradilan 
tersebut, kini dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dst. Masing-masing peradilan memiliki 
hukum acaranya sendiri. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, 
telah diatur hukum acaranya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.  
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Melalui KUHAP, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban 
kejahatan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Namun 
dalam pelaksanaannya KUHAP masih memiliki kelemahan yang belum 
melindungi masyarakat pencari keadilan seperti pelaku, korban maupun 
saksikejahatan. Padahal untuk mewujudkan upaya sistem peradilan 
pidana yangterpadu/teritegrasi, tidak dapat dilepaskan dari upaya 
penegakan hukum pidana baik yang diatur dalam hukum pidana formil 
maupun hukum pidana materiel. Oleh karenanya agar hukum dapat 
berlaku secara efektif, maka pelaksana-pelaksana hukum harus 
melaksanakan tugas dengan baik dan benar, seperti Kepolisian, 
Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan maupun Pengacara.  
Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, 
seyogyanya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara 
(mengejar aspek kepentingan hukum) saja, tapi Hakim harus mampu 
menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan penegakkan hukum 
bagi pencari keadilan. Bahkan dalam sistem peradilan pidana terdapat 
beberapa asas yang melindungi hak warganegara dan diberlakukannya 
proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu : 
1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun. 
2) Praduga tidak bersalah. 
3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara. 
4) Seorang tersangka berhak diberitahukan tentang persangkaan dan 
pendakwaanterhadapnya. 
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5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan 
penasehathukum. 
6) Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan. 
7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta 
sederhana. 
8) Peradilan harus terbuka untuk umum. 
9) Terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan 
rehabilitasi. 
10) Adalah kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-
putusannya. 
Dalam suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara 
jujur melindungihak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, 
akan penting jelas terungkap dalam tahap ajudikasi. Hanya dalam tahap 
sidang pengadilan terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai 
pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya biarpun dengan penuntut 
umum. Dalam tahap inilah ada kewajiban sepenuhnya hak-hak 
keduabelah pihak, hak penuntut adalah mendakwa dan hak terdakwa 
adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus 
diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataan hanya dapat berlangsung 
apabila dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakim.  
Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan 
adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua 
masyarakat. 
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Proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat 
dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warganegara yang 
telah menjalani pidananya dengan penuh. Bukan saja tanggung-jawab 
hakim, tetapi juga asas perlindungan hak-hak terpidana,mewajibkan 
pengadilan mengikuti perkembangan terpidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan. 
Pada dasarnya untuk menuju terwujudnya pengadilan hukum 
secara professional diperlukan tidak saja aturan normatif tetapi juga aspek 
filosofisnya. Terutama dalam reformasi hukum yang menjadi agenda 
reformasi nasional merupakan bagian integral dari semangat dan niat 
lahirnya reformasi total secara umum. Bersih dari reformasi hukum adalah 
bagaimana tercapai perwujudan prinsip reformasi hukum secara 
menyeluruh dengan akhir supermasi hukum. 
Dalam sistem peradilan yang lazim, selalu melibatkan dan 
mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses 
peradilan pidana (Sidik Sunaryo, 2004 : 219-220) sebagai berikut : 
a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan 
pengaduan dari public manakala terjadi tindak pidana; melakukan 
penyaringan terhadap kasus-kasusyang memenuhi syarat untuk 
diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasilpenyidikan kepada 
kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yangterlibat 
dalam proses peradilan pidana. 
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b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang 
layak diajukan kepengadilan mempersiaqpkan berkas penuntutan; 
melakukan penuntutan danmelaksanakan putusan pengadilan. 
c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan 
keadilan;melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam 
proses peradilan pidana;melakukan pemeriksaan kasus-kasus 
secara efisien dan efektif; memberikanputusan yang adil dan 
berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik 
untukpersidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan 
melakukan penilaianterhadap proses peradilan. 
d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan 
putusanpengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan 
terlindungnya hak-haknarapidana, menjaga agar kondisi Lembaga 
Pemasyarakatan memadai untukpenjalanan pidana setiap 
narapidana, melakukan upaya-upaya untukmemperbaiki 
narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. 
e. Pengacara, dengan penjelasan : melakukan pembelaan bagi 
kliennya denganmenjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses 
peradilan pidana. 
 
Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan 
tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara 
normatif/eksternal (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan 
(Sidik Sunaryo 2004 : 219-220) sebagai berikut: 
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a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra 
Peradilan, untukmengawasi penangkapan, penahanan, dan 
penghentian penyidikan tidak sah. 
b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk 
mengawasipenghentian penuntutan yang tidak sah. 
c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan 
luar biasa. 
d. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim 
pengawas danpengamat. 
e. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan. 
Sistem peradilan terpadu yang digariskan KUHAP merupakan 
“Sistem terpadu”(Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu 
tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” 
diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses 
kewenangan” yang diberikan UU kepada masing-masing. 
Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan 
criminal justicesysteme (M. Yahya Harahap,2005 : 90) : 
Merupakan “fungsi gabungan” (collection of function) dan : 
legislator, polisi, jaksa,pengadilan, dan penjara, serta badan yang 
berkaitan , baik yang ada dilingkungan pemerintahan atau di 
luarnya. Adapun tujuan pokok dari gabungan fungsi dalam 
kerangka criminal justice, untuk menegakkan, melaksanakan 
(menjalankan) danmemutuskan hukum pidana. 
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Menurut M. Yahya Harahap (2005 : 91)  bahwa : 
Berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan 
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim 
menyatakan terdakwa “salah”, serta memidananya, sangat 
tergantung atas “hasil penyelidikan “ Polri . 
 
Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak 
sistematik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang 
secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha 
mentransformasikan masukan menjadi luaran yangmenjadi tujuan sistem 
peradilan pidana. 
Berkenaan dengan aparat yang terkait dengan sistem8 peradilan 
pidana, seorangterdakwa yang dijatuhi hukuman masih mempunyai upaya 
hukum untuk menolak putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan 
Tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan 
Pasal 269KUHAP, mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
terdakwa terhadap dua macam upaya baik upaya hukum biasamaupunm 
upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat dilakukan pada 
pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan pada tingkat kasasi, 
sedangkan upaya  hukum luar biasa dilakukan pada pemeriksaan tingkat 
kasasi demi kepentingan hukum dan pada peninjauan kembali putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, putusan kasasi demi 
kepastian hukum tidak boleh mengikat pihak yang tidak berkepentingan. 
Kegunaan kasasi demi hukum adalah jangan sampai terjadi sesuatu 
“prosedur” terhadap suatu putusan yang salah oleh pengadilan yang akan 
datang. Dengan adanya putusan kasasi demi hukum berarti telah 
memperbaiki suatu kesalahan yang dapat saja terjadi dalam suatu 
pemeriksaan di depan sidang . Akan tetapi sama sekali tidak dibenarkan 
untuk merubah status berkas terdakwa. Upaya hukum luar biasa, bukan 
berarti sebagai upaya hukum dalam arti hal yang luar biasa sebagai suatu 
yang hebat, akan tetapi luar biasa disini berarti luar dari kebiasaan. 
Upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi tetap merupakan 
upaya hukum yang seharusnya diikuti secara hal yang biasa, apabila ada 
hal yang luar biasa barulah digunakan upaya hukum luar biasa. Adapun 
peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang dimintakan sebagai 
kelanjutan pemeriksaan kasasi. Hal ini seolah-olah sebagai upaya hukum 
tahap ketiga setelah upaya hukum banding dan kasasi. 
Dalam Proses Hukum suatu tindak pidana menurut sistem 
Peradilan Pidana di Indonesia dimulai dengan adanya suatu laporan dari 
saksi atau korban ke kepolisian.Dengan adanya bukti 
permulaankepolisian memulai dengan penyelidikan dan penyidikan, 
karena konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, 
memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita barang yang 
dianggap berkaitan dengan tindak pidana terhadap tersangka Bertitik tolak 
dari hal itu, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan 
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penyidikan, wajib berpegang dan mentaati pada ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Kemudian polisi membuat Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkanke Kejaksaan. Setelah BAP 
dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa membuat surat dakwaan terhadap 
tersangka tindak pidana, dan bila surat dakwaan telah memenuhi 
syaratsyaratbaik formil maupun materiil, jaksa melimpahkan perkara 
tersebut kePengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa 
berdasarkan surat tuntutan,dimana terdakwa berhak untuk didampingi 
pengacara. 
Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga dapat memanggil 
saksi untuk mendengar kesaksiannya. Bila hakim telah memeriksa 
perkara, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan denga mmpertimbangkan 
tuntutan jaksa disertai keyakinannya, maka hakim menjatuhkan 
putusannya, yang dapat berupa : hukuman mati, hukuman penjara, 
hukuman bersyarat, membayar ganti kerugian dan denda. 
B. Pengertian Alat Bukti. 
Definisi alat bukti(Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11) adalah 
Segala sesuatu yang ada hubungannyadengan suatu perbuatan, 
dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 
sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim 




Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa doktrin 
pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori 
oral evidence, documentary evidence, materialevidence dan electronic 
evidence. Berikut pembagian pada masingmasing kategori ( Dikdik M. 
Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005: 100-101 ) : 
 
1) oral evidence 
a) perdata ( keterangan saksi, pengakuan dan sumpah) 
b) pidana ( keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan 
terdakwa ) 
2) documentary evidence 
a) perdata ( surat dan persangkaan ) 
b) pidana ( surat dan petunjuk ) 
3) material evidence 
a) perdata ( tidak dikenal ) 
b) pidana ( barang yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak 
pidana dan informasi dalam arti khusus ) 
4) electronic evidence 
a) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti 
tertulisdan elektronik. konsep ini tidak dikenal di Indonesia. 
b) konsep tersebut terutama berkembang di negara-
negaracommon law. 
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c) pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, 
tetapimemperluas alat bukti yang termasuk ketegori 
documentaryevidence. 
 
Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai 
beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang 
menyebutkan “ sebagai bukti menurut undang-undang hanya diakui : 
1)  Kesaksian-kesaksian; 
2)  Surat-surat; 
3) Pengakuan; 
4) Isyarat-isyarat.” 
Dalam HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sahhanyalah 
empat macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal ini. Sedangkan 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ada 5 
(lima) alatbukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang 
sah adalah: 
a. Keterangan Saksi; 
b. Keterangan Ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa. 
Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR maka ada 
penambahan alat bukti baruyaitu keterangan ahli. Keterangan ahli (Hari 
Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19), “merupakan hal yang baru dalam 
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hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa 
dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui 
segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli”.  
Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan 
sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi 
“keterangan terdakwa”. Dari urutan-urutan penyebutan alat bukti di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih 
dititikberatkan pada keterangan saksi. 
Sedangkan benda-benda yang dapat digolongkan sebagaibarang 
bukti adalah : 
1)  benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana. 
2) benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana. 
3) benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana. 
Penyusunan alat bukti di negara-negara common law 
sepertiAmerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP 
Indonesia. Alat-alat bukti menurut Criminal Prosedure Law yang disebut 
forms ofevidence (Andi Hamzah, 2002 : 254). terdiri dari : 
1)  real evidence (bukti sungguhan); 
2)  documentary evidence (bukti dokumenter); 
3)  testimonial evidence (bukti kesaksian); 
4)  judicial notice (pengamatan hakim). 
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Tidak disebutkan alat bukti kesaksian ahli atau 
keteranganterdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti 
kesaksian. Yang lain dari KUHAP kita adalah real evidence yang 
berupa objek materiil yang tidak terbatas pada peluru, pisau, 
senjata api, perhiasan emas, televisi dan lain lain. Benda-benda ini 
berwujud. Real evidence biasa, disebut bukti yang berbicara untuk 
dirinya sendiri (speak for it self). Bukti bentuk ini dipandang paling 
bernilai daripada alat bukti yang lain. Real evidence tidak termasuk 
alat bukti dalam hukum acara pidana kita. Barang bukti berupa 
objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan 
terdakwa. Misalnya, saksi mengatakan bahwa peluru ini berasal 
dari terdakwa, maka barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan 
hakim yang timbul dari alat bukti yang ada. 
 
Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur 
dalamKUHAP : 
1. Keterangan saksi. 
Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud dengan 
keterangansaksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Seorang yang 
memberikan kesaksian tidak dibawah sumpah maka keterangannya 
tidak termasuk keterangan saksi dan tidak termasuk alat bukti, 
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namun apabila keterangannya berkesesuaian dengan keterangan 
saksi yang lain maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti. 
Selain itu, Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan 
keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan 
saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk 
memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara 
keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang 
diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan 
sungguh-sungguh dan dicatat. 
2. Keterangan Ahli. 
Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli 
merupakanketerangan yang diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentanghal yang diperlukan untuk 
membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan. 
Keterangan ahli (Andi Hamzah, 2002 : 269) adalah 
“mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada 
dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut”. 
Secara prosedural, keterangan ahli dapat diajukan dengan 2 
tahapan (Bambang Waluyo, 1996 : 20) yaitu: 
1. Keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan 
untuk kepentinganperadilan. Dalam konteks ini, 
permintaan keterangan ahli dilakukan olehpenyidik 
secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk 
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hal apapemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu 
membuat laporan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Penyidikan. Keterangan ahli yang tertulistersebut 
termasuk sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) 
huruf (c) joPasal 187 (c) KUHAP). 
2. Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural 
bahwa ahli memberiketerangannya secara lisan dan 
langsung di depan pengadilan. Keteranganyang diberikan 
di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli. 
 
Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan 
keteranganseorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti 
“keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara 
tertulis di luarsidang pengadilan sebagai alat bukti “ surat”. Apabila 
keterangan diberikan pada waktu pemerikaan oleh penyidik atau 
penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, 
dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima 
jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai 
alat bukti surat. Contoh yang paling baik mengenai kedua hal 







Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang 
dimaksudkanuntuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 
buah pikiran seseorang dandipergunakan sebagai pembuktian. 
Pasal 187 KUHAP mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai 
alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah. Surat-surat yang dimaksud (Lilik Mulyadi, 2007 : 187) 
adalah  
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 
dibuat oleh pejabatumum yang berwenang atau dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat ataudialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 
tentangketerangan itu, contohnya: akta notaris; 
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atausurat yang dibuat oleh pejabat 
mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan 
bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, 
contoh : putusan pengadilan,sertifikat tanah; 
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkankeahliannya mengenai sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi 
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daripadanya, contoh: Visum et Repertum yang dibuat 
olehdokter; 
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi darialat pembuktian yang lain, 
contoh : surat-surat di bawah tangan. 
 
4. Petunjuk. 
Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk 
adalahperbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.  
Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas 
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia 
melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya 
persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama 
dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. 
5. Keterangan Terdakwa. 
Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, Terdakwa merupakan 
seorangtersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang 
pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 
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ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri. 
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ini tidak perlu sama 
atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa 
hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan 
maupun pengakuan dari sebagian perbuatan atau keadaan. 
Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan sama dengan 
pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai 
syarat-syarat: 
a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan 
b. Mengaku ia bersalah. 
C. Pembuktian. 
1. Pengertian Pembuktian. 
Pembuktian secara etimologiberasal dari bukti yang berarti 
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika 
mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, 
dari membuktikan, secara terminologi (Anshoruddin, 2004: 25) 
pembuktian berarti “usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si 
terdakwa dalam siding pengadilan”.  
Pembuktian (M.Yahya Harahap, 2005 : 273)adalah : 
Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
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Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 
bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh 
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 
didakwakan. 
 
Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum 
pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 10) adalah : 
Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur 
macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system 
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 
mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 
 
2. Sistem Pembuktian. 
Sistem pembuktian(Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11) 
adalah : 
Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh 
dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara 
bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara 
bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 
 
Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian 
sebagaimana berikut : 
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1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (Conviction 
in Time) 
Ajaran pembuktian conviction in time (HariSasangka dan 
Lily Rosita, 2003 : 14)adalah “suatu ajaranyang menyandarkan 
pada keyakinan hakim semata”. 
 Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat denganalat 
bukti yang ada, tidak menjadi masalah keyakinan hakimtersebut 
diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hatinuraninya saja 
dan semua tergantung kepada kebijaksanaanhakim. Kesan 
hakim sangat subjektif untuk menentukan seorangterdakwa 
bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkantanpa 
didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-
undang. Padahal hakim sendiri yakin hanyalah seorang 
manusiabiasa, tentunya dapat salah dalam menentukan 
keyakinan tersebut. 
Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti 
yangmendukungnya, dan dapat pula seseorang dibebaskan 
daridakwaan meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan 
bahwaterdakwa bersalah melakukan tindak pidana.Sistem 
pembuktian conviction in time dipergunakan dalamsistem 
peradilan juri ( jury rechtspraak ) misalnya di Inggris 
danAmerika Serikat. 
2) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (Positief 
Wettelijke Bewijstheorie). 
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Sistem pembuktian menurut undang-undang positif 
ataulebih singkatnya sistem pembuktian positif (HariSasangka 
dan Lily Rosita, 2003 : 16) adalah “sistempembuktian yang 
menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaknialat bukti yang 
telah ditentukan oleh undang-undang”. 
Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Conviction in 
Time. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem 
ini.Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara 
limitativealat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim, cara-
carabagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta 
kekuatanpembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika 
alat-alatbukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang 
ditetapkanoleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan 
keadaansah terbukti.  
Menurut D. Simons (Andi Hamzah, 2002 : 247) bahwa : 
Sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini 
berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan 
subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat menurut 
peraturan-peraturanpembuktian yang keras.pertimbangan 
subjektif hakim dan mengikat hukum secaraketatmenurut 
peraturan-peraturan pembuktian yang keras.Hati 
nuranihakim tidak ikut hadir dalammenentukan salah 
tidaknyaterdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu 
berlakunya asasinkuisitor dalam acara pidana. Hakim di 
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sini seolah-olah hanyabersikap sebagai robot pelaksana 
undang-undang yang tidakmemiliki hati nurani. Hakim 
hanya sebagai suatu alat pelengkappengadilan saja. 
 
3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction 
Raisonnee) 
Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan 
hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum 
seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan 
yang bersangkutan terbukti kebenarannya.  
Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan 
yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). 
Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa 
yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, 
alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal.  
Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu 
tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat 
bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya 
terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja 
hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai 
putusan yang diambilnya. 
4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
(Negatief Wettelijke Stelsel) 
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Sistem pembuktian ini menrupakan penggabungan antara 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif (M. Yahya Harahap, 2005 : 278) “merupakan suatu 
sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak 
belakang secara ekstrim”.  
Sistem pembuktian negatif ini mengenal 2 (dua) hal yang 
merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, 
yakni: 
a) Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang. 
b) Negatief: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni 
berdasarkan bukti-bukti tersebut meyakini kesalahan 
terdakwa. 
Sistem pembuktian negatif (Hari Sasangka dan Lily 
Rosita, 2003 : 16) sangat mirip dengan sistem pembuktian 
conviction in time, bahwa : 
“Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau 
tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) 
hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-
undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta 
berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan 
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seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa 
memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah 
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan” 
Jika membaca isi Pasal 183 KUHAP, secara tersurat 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.”  
Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 294 HIR : (1) Tidak 
akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak 
mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-
undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa 
pesakitan salah melakukan perbuatan itu. (2) Atas persangkaan 
saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun yang 
dapat dihukum. Saat mengkaji Pasal 183 KUHAP maupun 
Pasal 294 HIR tersebut, terlihat bahwa hukum acara pidana di 
negara kita menggunakan sistem “menurut undang-undang 
yang negatif”. Hal ini berarti tidak sebuah alat buktipun akan 
mewajibkan memidana terdakwa, jika hakim tidak sungguh-
sungguh berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Begitupun 
sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung dengan 
keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka 
tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.  
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Penjelasan Pasal 183 KUHAP menyebutkan, dimana 
syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih 
ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-
undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat 
dijatuhkan pidana kepadanya, apabila : 
a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua 
alat bukti” 
b) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan 
hakim hanyalah sebagai pelengkap, tidak dibenarkan 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya 
tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan 
yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan 
didukung dengan keyakinan hakim.  
Dalam praktek keyakinan hakim itu bisa saja 
dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak 
dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim 
tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi 
oleh pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim juga dapat 
dikesampingkan, dilihat dari tidak adanya konsekuensi yuridis 
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apabila dalam putusan tidak mencantumkan mengenai hal 
tersebut. 
Dengan demikian pada praktek penegakan hukum kita 
lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif. 
Selain sistem pembuktian di atas, dalam teori modern 
dikenal juga sistem pembuktian terbalik (omkeering van het 
bewujstheori), dimana teori ini membebankan pembuktian 
kepada terdakwa. Sistem ini mulai digunakan dalam 
perundang-undangan khusus di Indonesia, antara lain Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. 
 
D. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang 
dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan 
bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik 
seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang 
paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan 
permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini 
telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, 
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yaitu kekerasan tidak hanya berupa kekerasan secara fisik saja, 
melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan 
juga kekerasan psikis. Semua bentuk kekerasan ini merupakan bentuk-
bentuk kekerasan yang didapati dalam masyarakat ketika pada umumnya. 
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:45), 
kekerasan adalah:  
1. Perihal (bersifat/berciri) keras;  
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan 
cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 
fisik atau barang orang lain;  
3. paksaan. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat 
dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, luka, 
mati atau kerusakan. 
Ada dua sifat kekerasan, pertama kekerasan personal dan yang 
kedua kekerasan struktural (Justin M. Sihombing, 2005:5). 
Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, 
memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan 
perubahan, sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, 
memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. 
 
Kekerasan struktural disini adalah kekerasan yang timbul dari 
pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas. 
Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, 
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fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar 
yang menghilangkan otonomi masyarakat dan marginalisasi masyarakat 
sehingga meniadakan pastisipasi masyarakat dalam mengambil 
keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan ini juga menimbulkan 
kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, serta 
ketidakadilan sosial. 
Kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul 
ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan 
membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan 
kekerasan ini Pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa: 
1. Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan. 
2. Yang bersalah diancam: 
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan 
yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 
Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat. 
Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 




3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
Kekerasan dalam KUHP bukan hanya Pasal 170 tetapi juga pasal 
285, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 359, 360. 
Menurut Martin R. Haskel dan lewis Yablonski (Mulyani W. 
Kusuma, 1982 : 25) bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam 
empat kategori yang mencakup hamper semua pola-pola kekerasan, 
yakni: 
1. Kekerasan legal 
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh 
hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam 
peperangan. 
2. Kekerasanyang secara sosial memperoleh sanksi 
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah 
dukungan atau sanksi sosial terhadap isterinya yang berzina 
akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat. 
3. Kekerasan rasional 
Beberapa kekerasan tidsk legal akan tetapi tidak ada sanksi 
sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 
kejahatan yang terorganisir. 
4. Kekerasan yang tidak berperasaan 
Kekerasan seperti ini disebut irrational violance ysng terjadi 
tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi 
tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku. 
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Sementara itu, dalam KUHP pengertian kekerasan diatur dalam 
Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menjelaskan bahwa yang dimaksud 
melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
lagi.  
Dalam Pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan 
adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak 
sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang 
terkena tindakan tersebut merasakan sangat sakit. Dalam Pasal 89 
kekerasan disamakan dengan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan dalam 
hal ini adalah hilang ingatan atau kesadaran akan dirinya, sementara tidak 
berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama 
sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya 
orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Tidak berdaya 
dalam hal ini bahwa mereka masih sadar akan dirinya. 
Untuk Pasal 90, menjelaskan tentang pengertian luka berat yang 
pada dasarnya disamakan dengan melakukan kekerasan. 
Sementara itu, menurut Sudarto (1986:25-26) mengatakan bahwa;  
Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik 
terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup 
membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan 
hukum pidana yang bersangkutan, daya kekuatan tersebut harus 
cukup kuat daya intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan 
dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan 
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yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaimana pandangan 
orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya pilot yang diancam 
oleh orang yang nampaknya membawa granat disakunya untuk 
merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata 
bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada 
ancaman kekerasan. 
 
Dari uraian di atas tentang pengertian kekerasan, Penulis menarik 
kesimpulan bahwa, menurut hemat Penulis, kekerasan itu ada dua, yang 
pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan psikis.  
Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau 
jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan fisik 
langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Dikatakan kekerasan fisik 
langsung apabila ada relasi antara subjek, objek dan tindakan, misalnyan 
pemukulan, pencakaran, penikaman dll. Sementara kekerasan fisik tidak 
langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung 
kepada jasmani korban, misalnya kekerasan struktural seperti yang 
digambarkan sebelumnya, memukul meja, membanting kursi dll. 
Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan yang 






E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT 
berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat 
bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. 
Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan 
bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat 
penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di 
jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat 
polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan 
dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun 
ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak 
mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia(Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1996: 425), “kekerasan diartikan dengan perihal yang 
bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan 
cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik”. 
Menurut pengertian di atas, kekerasan merupakan wujud 
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, 
sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau 
ketidakrelaan pihak yang dilukai. 
Kekerasan dalam rumah tangga juga diistilahkan sebagai 
kekerasan domestik yaitu kekerasan yang terjadi di dalam rumah 
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tangga, dimana pelaku dan korbannya memiliki hubungan khusus atau 
pelaku dan korban tinggal dalam satu atap. 
Menurut  Arif Gosita (2004:269), bahwa kekerasan dalam rumah 
tangga adalah “berbagai macam tindakan yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga oleh 
sesama anggota keluarga (anak/menantu/ibu/ayah/istri/suami)”. 
Berdasarkan pendapat dari arif Gosita, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, 
istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum 
pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan 
oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan 
korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah 
suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 
“suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. 
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga di artikan sebagai: 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau 




Pasal diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah 
tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang 
dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain 
(yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh 
ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya).  
Dari uraian di atas tentang pengertian KDRT, dapat disimpulkan 
bahwa, yang dimaksud dengan KDRT adalah segala bentuk 
kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dll, yang terjadi di 
dalam rumah tangga. Jadi ketika keekrasan tersebut tidak terjadi di 
dalam satu atap dimana korban dan pelakunya mempunyai “hubungan 
sedemikian rupa” maka hal tersebut bukanlah KDRT, dan tidak bisa 
dituntut dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Dalam Undang-undang N0. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi 
menjadi empat (4) jenis, yaitu: 
a. Kekerasan Fisik 
Berdasarkan Pasal 6 UU N0. 23 Tahun 2004, kekerasan fisik 
dapat diartikan sebagai segala Perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 
Kekerasan tersebut dapat berupa menendang, memukul, dan 
lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti atau melukai 
fisik korban. 
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b. Kekerasan Psikis 
Dalam Pasal 7 UU N0. 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah 
segala Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
Kekerasan psikis tersebut di atas, dapat berupa menanamkan 
intimidasi untuk menimbulkan rasa takut, menghina, memaki, 
merendahkan harga diri, menyekap, dan sebagainya. 
Pada kekerasan Psikologis, dampak yang dirasakan 
sebenarnya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan fisik, 
selain itu, bentuk tindakan ini sulit untuk diidentifikasi karena 
bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Oleh karena itu, untuk 
mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis 
tersebut sangat sulit untuk di ukur. 
c. Kekerasan Seksual 
Dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa 
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap 
seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain 
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat 
seksual terhadap perempuan, baik setelah terjadi persetubuhan 
atau sebelum. 
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Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemaksaan 
hubungan seks tanpa persetujuan, mendesakkan hubungan seks 
dengan melakukan penganiayaan, mengisolasi atau menjauhkan 
istri dari kebutuhan batin sang istri. 
d. Penelantaran Rumah Tangga 
Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa; Setiap orang 
dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut  
Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa; Penelantaran juga 
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut. 
F. Ruang Lingkup Rumah Tangga 
Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup 
yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang 
ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nanntinya akan 
terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. 
Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat 
menenteramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk 
menyesuaiakan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga 
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dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup 
bahagia, tentram dan sejahtera.  
Begitulah arti sebuah rumah tangga meskipun belum begitu tepat 
seluruhnya karena memang amat sukar merumuskan secara lengkap 
istilah rumah tangga itu. Namun demikian juga dengan keterangan diatas, 
sudah dapat digambarkan bagaimana rupa dan bentuk rumah tangga 
yang mesti harus dibangun dan dijalani oleh setiap orang. Kepastian 
membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu 
bukanlah sekedar karena naluri atau tabi'at dimana setiap manusia itu 
membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong 
oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama-pun memerintahkan didunia 
semuanya menganjurkan supaya orang itu setelah tiba masanya agar 
cepat berumah tangga. 
Manusia yang dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat 
perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana 
disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang dapat 
menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu 
mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah 
bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan 
ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk 
membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.  
Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Rumah tangga diatur 
dalam pasal 2 ayat (1) dan (2)  UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, 
yaitu: 
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1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 
a. Suami, isteri dan anak 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap 
dalam rumah tangga, dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c 
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
Berdasarkan ruang lingkup diatas maka Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk: 
a. Memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT 
b. Mencegah segala bentuk KDRT 
c. Menindak pelaku KDRT 










Dalam penyusunan penulisan ini, metode penelitian yang 
digunakan adalah metode Penelitian Yuridis Normatif dan Empiris yaitu 
metode Penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Dengan 
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan empiris yakni dimana 
perbuatan kekerasan yang dilakukan ditarik dari segi yuridisnya dengan 
undang-undang yang berlaku dan sosiologis yaitu dari kasus-kasus yang 
terjadi di Pare-pare 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pare-pare yaitu tepatnya di 
Pengadilan Negeri Pare-pare, Kejaksaan Negeri Pare-pare dan Kepolisian 
Resort Pare-pare. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh Penulis, karena 
dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen resmi maupun tidak resmi yang kemudian 
diolah oleh peneliti. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi,buku-buku yang berkenaan dengan objek 
penelitian, hasil penelitian dalambentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi dan peraturan perundang-undangan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yangbersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 
penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan 
cara wawancara (interview) langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan judul yang diangkat oleh Penulis. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, 
menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Proses Pembuktian Tindak 
Pidana KDRT di Kota Pare-pare. 
1. Posisi Kasus. 
Bahwa terdakwa, (identitas dirahasiakan) pada hari Sabtu 
Tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di 
Jalan Gelora Mandiri (BTN Griya Lamaubeng Indah) kelurahan 
Lompoe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare, melakukan 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap anak 
tirinya bernama Sitti Riandini Zulvita Alias Dini Binti Rahman 
Napira (saksi Korban). Perbuatan tersebut dilakukan dengan caa-
cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya 
antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Juhuriah yang 
dinikahi oleh terdakwa pada Sembilan (9) tahun yang lalu dan 
istrinya tersebut saat dinikahi oleh terdakwa memiliki 4 orang 
anak. Sedang bertengkar mulut; 
- Ketika ibu saksi korban yang bernama Juhuriah tersebut 
bertengkar mulut dengan terdakwa  (bapak tiri saksi korban) 
dimana saat terjadi  pertengkaran mulut tersebut, saksi korban 
yang tinggal serumah dengan ayah tirinya tersebut sedang 
menuju ke dapur mengambil sapu utnuk menyapu rumahnya 
dan saat itu saksi korban melihat antara bapak tirnya dengan 
52 
ibunya bertengkaar lagi yang sebelumnya memang sering 
bertengkar sehingga saksi korban mengatakan pada terdakwa 
“ceraikan saja”; 
- Setelah saksi korban mengatakan kata-kata tersebut, 
terdakwa lalu pergi ke dapur mendekati saksi korban 
kemudian memukul saksi korban dengan cara menampar pipi, 
kemudian saksi korban membela dirinya dengan memukul 
sapu yang dipegang oleh saksi korban, namun pukulan saksi 
korban tersebut tidak hanya mengenai terdakwa, karena 
terdakwa langsung menngkisnya lalu antara terdakwa dan 
saksi korban saling memegang sapu dengan kedua tangan 
sambil salug tarik-menarik, kemudia terdakwa menendang 
saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lemari, 
kemudian saksi Korban bangun kembali dan balas memukul, 
namun terdakwa kembali memukul tubuh saksi korban hingga 
saksi orban terjatuh beberapa kali, tetapi saksi korban saksi 
korban kembali bangun untuk membela diri, ketika sapu 
terlepas dari tangan saksi korban, terdakwa lalu memukul 
kembali tubuh saksi korban dengan sapu tersebut, bersamaan 
dengan itu, ibu saksi korban pergi membuka pintu dan jendela 
rumah karena takut terdakwa akan nekat mebunuh saksi 
korban bila rumah dalam keadaan tertutup. Setelah itu ibu 
saksi korban kembali melerai saksi korban dengan terdakwa 
lalu saksi korban kembali berusaha merebut sapu yang 
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dipegang oleh terdakwa, namun terdakwa tetapi terdakwa 
mendorong saksi korban dengan menggunakan sapu tersebut 
sehingga saksi korban terdorong ke dinding tembok rumah 
kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi koban ke 
dinding tembok, setelah itu terdakwa kembali memukul tubuh 
saksi korban secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua 
tangannya; 
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul saksi korban, 
terdakwa lalu kedepa rumah dan berteriak “ kalau saya 
kembali ke rumah kau sudah tidak boleh ada di rumah ini 
karena ini rumah saya, jika masih ada di rumah awasko”. 
Selanjutnya saksi Juhuriah menyuruh saksi korban untuk 
segera ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan dari 
terdakwa tersebut. 
2. Dakwaan Jaksa penuntut umum. 
Bahwa terdakwa, (identitas dirahasiakan) pada hari Sabtu 
Tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di 
Jalan Gelora Mandiri (BTN Griya Lamaubeng Indah) kelurahan 
Lompoe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare, melakukan 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap anak 
tirinya bernama Sitti Riandini Zulvita Alias Dini Binti Rahman 
Napira (saksi Korban). Perbuatan tersebut dilakukan dengan caa-
cara sebagai berikut : 
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- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya 
antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Juhuriah yang 
dinikahi oleh terdakwa pada Sembilan (9) tahun yang lalu dan 
istrinya tersebut saat dinikahi oleh terdakwa memiliki 4 orang 
anak. Sedang bertengkar mulut; 
- Ketika ibu saksi korban yang bernama Juhuriah tersebut 
bertengkar mulut dengan terdakwa  (bapak tiri saksi korban) 
dimana saat terjadi  pertengkaran mulut tersebut, saksi korban 
yang tinggal serumah dengan ayah tirinya tersebut sedang 
menuju ke dapur mengambil sapu utnuk menyapu rumahnya 
dan saat itu saksi korban melihat antara bapak tirnya dengan 
ibunya bertengkaar lagi yang sebelumnya memang sering 
bertengkar sehingga saksi korban mengatakan pada terdakwa 
“ceraikan saja”; 
- Setelah saksi korban mengatakan kata-kata tersebut, 
terdakwa lalu pergi ke dapur mendekati saksi korban 
kemudian memukul saksi korban dengan cara menampar pipi, 
kemudian saksi korban membela dirinya dengan memukul 
sapu yang dipegang oleh saksi korban, namun pukulan saksi 
korban tersebut tidak hanya mengenai terdakwa, karena 
terdakwa langsung menngkisnya lalu antara terdakwa dan 
saksi korban saling memegang sapu dengan kedua tangan 
sambil salug tarik-menarik, kemudia terdakwa menendang 
saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lemari, 
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kemudian saksi Korban bangun kembali dan balas memukul, 
namun terdakwa kembali memukul tubuh saksi korban hingga 
saksi orban terjatuh beberapa kali, tetapi saksi korban saksi 
korban kembali bangun untuk membela diri, ketika sapu 
terlepas dari tangan saksi korban, terdakwa lalu memukul 
kembali tubuh saksi korban dengan sapu tersebut, bersamaan 
dengan itu, ibu saksi korban pergi membuka pintu dan jendela 
rumah karena takut terdakwa akan nekat mebunuh saksi 
korban bila rumah dalam keadaan tertutup. Setelah itu ibu 
saksi korban kembali melerai saksi korban dengan terdakwa 
lalu saksi korban kembali berusaha merebut sapu yang 
dipegang oleh terdakwa, namun terdakwa tetapi terdakwa 
mendorong saksi korban dengan menggunakan sapu tersebut 
sehingga saksi korban terdorong ke dinding tembok rumah 
kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi koban ke 
dinding tembok, setelah itu terdakwa kembali memukul tubuh 
saksi korban secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua 
tangannya; 
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul saksi korban, 
terdakwa lalu kedepa rumah dan berteriak “ kalau saya 
kembali ke rumah kau sudah tidak boleh ada di rumah ini 
karena ini rumah saya, jika masih ada di rumah awasko”. 
Selanjutnya saksi Juhuriah menyuruh saksi korban untuk 
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segera ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan dari 
terdakwa tersebut. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : 
- Nyeri pada kepala bagian belakang, kedua pergelangan 
tangan; 
- Luka emmar pada tungkai bawah kanan ukuran sekitar 3 x 
2 cm; 
- Mengeluh pusing. 
- Kesimpulan : trauma tumpul, di duga akibat terbentur pada 
benda tumpul. Berobat jalan. Sesuai Visum Et Repertum 
Nomor : 371/863/RSUD AM/XII/2013, tanggal 10 Desember 
2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yemima 
Tangdung dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau Kota 
Parepare; 
Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 
(1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Pada tanggal 27 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah 
membacakan surat tuntutannya yang pada pokoknya meminta 
Majelis Hakim mengadili  dan menjatuhkan putusan sebagai 
berikut : 
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1. Menyatakan terdakwa (identitas dirahasiakan) terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana 
perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 
Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada 
terdakwa; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang warna putih kombinasi 
warna biru dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan. 
Setelah memeriksa kasus tersebut, Majelis Hakimmenyatak 
dalam amar putusannya sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa (identitas dirahasiakan) telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah 
Tangga”; 
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2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas o;eh 
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 
(tujuh) hari. 
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa 
penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang warna putih kombinasi 
warna biru, dirampas untuk dimusnahkan  
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis. 
Sebelum Penulis membahas mengenai alat bukti yang 
digunakan dalam proses pembuktian KDRT yang diteliti, Penulis 
terlebih dahulu akan menguraikan tentang proses pembuktian 
KDRT secara umum. 
Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT 
memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan 
terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang 
dirumuskan sebagai berikut :  
“Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi 
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
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bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti  yang sah 
lainnya”. 
 
Merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa 
hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi 
korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan 
satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. 
Hal tersebut di atas tentunya jauh berbeda dengan Pasal 
185 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan seorang 
saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang sah untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa (Unus testis nullus testis). Ini 
berarti jika alat bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum 
hanya terdiri dari satu orang saksi saja atau biasa disebut dengan 
saksi tnggal, tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang 
lainnya maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang cukup untuk mebuktikan kesalahan terdakwa. 
.Pasal 55 UUPKDRT merupakan bentuk kemudahan 
pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak 
pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap 
sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat 
bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi 
korban didukung dengan keterangan visum atau surat 
keteranganmedis yang memiliki kekuatan hukum yang sama 
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sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, 
yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan  hakim atau 
penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian 
maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu 
dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu 
petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai 
sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, 
kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. 
Walaupundemikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap 
mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu  untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses 
pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi 
korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti 
surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa. 
Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses 
pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan 
bukti surat Visum Et Repertum. 
Dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka 
diperoleh fakta persidangan sebagais berikut : 
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a) bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar 
pukul 07.00 Wita di Gelora Mandiri (BTN Griya Lamaubeng 
Indah ) Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Barat Kota 
Pare-pare, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada 
saksi korban Sitti Riandini Zukfita yang merupakan anak tiri 
Terdakwa; 
b) bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi Sitti 
Riandini Zulfita sudah sekitar 9 atau 10 tahun karena 
terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi; 
c) bahwa pada waktu itu, terdakwa memukul saksi  korban 
karena saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan saksi 
Juhuriah yang merupakan istri kedua terdakwa dan saat itu  
saksi Sitti Riandini Zulfita mengatakan ceraikan saja ibu saya 
sehingga terdakwa emosi; 
d) bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa dalam posisi 
berdiri berhadapan sambil saksi memegang sapu ijuk, 
terdakwa langsung menampar pipi saksi dan saksi saat itu  
membalas dengan memukul terdakwa dengan menggunaka 
sapu ijuk yang saksi pegang, namun tidak kena karena 
terdakwa langsung menangkis saputersebut dan waktu itu 
saksi dan terdakwa saling memegang sapu tersebut dengan 
kedua tangan  saksi dan terdakwa, sambil saksi dan 
terdakwa saling tarik menarik sapu tersebut sehingga sapu 
tersebut dapat direbut oleh terdakwa; 
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e) bahwa setelah sapu tersebut direbut oleh terdakwa, 
terdakwa kemudian memukul saksi dengan sapu tersebut 
dan setelah dipukul, saksi berusaha untuk mengambil sapu 
tersebut lagi dan setelah itu terdakwa mendorong saksi  
dengan menggunakan sapu sehingga saksi terdorong ke 
dinding tembok dan kepala saksi terbentur ke dinding 
tersebut; 
f) bahwa pada saai itu ibu saksi membuka pintu dan jendela 
karena takut terdakwa nekat membunuh saksi korban dan 
setelah membuka pintu dan jendela ibu saksi kebelakang 
danmelerai saksi dan terdakwa, setelah berhasil melerai 
saksi langsung ke depan membawa sapu sementara 
terdakwa berteriak kepada saksi  “ kalau saya kembali ke 
rumah kau sudah tidak boleh ada di rumah ini karena rumah 
ini adalah rumah saya, jika masih ada di rumah awasko”. Ibu 
saksi kemudian menyuruh saksi untuk segera melapor ke 
polsek dan saksi pun ke polsek melapor. 
g) Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini berupa 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang 
warna putih kombinasi warna biru yang dipergunakan 
terdakwa untuk memukul saksi Sitti Riandini Zulfita; 
h) Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sitti Riandini Zulfita 
mengalami nyeri pada kepala bagian belakang kedua 
pergelangan tangan, luka memar pada tungkai bawah kanan 
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ukuran sekitar 3x2 cm, mengeluh pusing, kesimpula : trauma 
tumpul, diduga karena terbentur pada benda tumpul sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor : 371/863/RSUD 
AM/XII?2013 tanggal 10 Desember 2013 dari rumah sakit 
umum daerah A. Makkasau Pare-pare yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dr. Yemima Tangdiung. 
 
Setelah keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan diperiksa, maka selanjutnya memeriksa perbuatan 
terdakwa apakah memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu 
Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Yang selanjutnya oleh Majelis 
Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 
B. Kendala Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT di Kota 
Pare-pare. 
Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh  
hakim dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan  dalam  
persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan 
terdakwa  dengan  tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. 
Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat 
bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa 
tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. 
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Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam 
penanganan tindak pidanan KDRT. Salah satu kendala yaitu 
misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. 
Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkankekerasan 
yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, 
padahal kenyataannya korban telah dipukuli 3 (tiga) bulan berturut-
turut. Sementara ketersediaan saksi untuk mendukung keterangan 
saksi korban sangatlah jarang, hal tersebut dikarenakan paradigma 
masyarakat terhadap KDRT bahwa hal tersebut adalah urusan 
rumah tangga yang tidak boleh dicampuri, hal ini membuat 
masyarakat enggan untuk memberi kesaksian meskipun mereka 
tahu telah terjadi KDRT disekitar mereka. 
Selain itu, sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban 
kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. 
Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, 
satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat 
keterangan dari psikolog. 
Harkristuti (2008 : 165-166) menilai terdapat sejumlah kendala 
dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan dalam 
rumah tangga antara lain karena dalam proses peradilan pidana 
terdapat sejumlah masalah seperti: 
a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena 
keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan;  
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b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum 
dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; 
c. Paradigma  pembuktian  yang  mendasarkan  pada  asas  
unus  testis  nullus  testis (satu saksi bukan saksi) kecuali 
dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga 
dibenarkan satu saksi namun harus dilengkapi dengan 
pengakuan si pelaku  
d. Kurangdilibatkannya  para  pekerja  sosial  secara  intensif  
dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap 
perempuan. 
 
Selain hal-hal di atas, secara umum masih terdapat banyak 
hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, 
diantaranya adalah : 
Hambatan budaya. Sekalipun sudah dijamin di dalam UU 
PKDRT, tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan 
kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang 
menimpa dan juga kuatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan 
masyarakat di sekelilingnya. Adanya pula keraguan korban untuk 
melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga 
Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan 
kasusnya kemudian menarik pengaduannya. 
Dari segi substansi hukum. UU PKDRT bukan merupakan 
produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan 
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terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-
undanganterkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban 
KDRT. Hambatan-hambatan yang terkait dengan substansi hukum 
yang ada yaitu ; (1). Peraturan/kebijakan di bawah UU, seperti 
peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, 
masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang 
sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal 
penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, 
dan pendamping korban. (2). Ancaman hukum alternatif berupa 
kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus 
tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang 
korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan 
suami terhadap isteri, merupakan delik aduan. (3). UU PKDRT lebih 
menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan 
penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat 
untuk menjerakan pelaku dan preventif terhadap siapa yang akan 
melakukan tindakan KDRT. 
Selain itu, Kendala  di peradilan umum masih sering ditemukan 
bahwa aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. 
Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, 
atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat dan aparat 
hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
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dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga 
dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan 
upaya damai, intepretasi yang berbeda dalam menggunakan 
UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk 
menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan 
persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan 
terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini 
menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan 
elemen-elemennya, cakupan ’rumah tangga’, peran dan kualifikasi 
pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh 
komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan 
pelaku dan Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan 
ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang 
memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun 
penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan 
fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan 
dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam 
persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang 
diteliti oleh Penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam 
membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan 
ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, 
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sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban. 
Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh 
Penulis pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan saksi 
korban yang merupakan anak tiri dari Pelaku, dimana tindakan saksi 
korban untuk melaporkan Pelaku di dukung oleh Ibunya sendiri yang 
merupakan istri dari Pelaku yang dalam hal ini bertindak sebagai 
saksi. Selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu Visum Et Repertum. 
Dan juga keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui 



















Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka 
Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT 
memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian 
kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU 
PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut :  
“Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi 
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti  yang sah 
lainnya”. 
 
Merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya 
diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban 
saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu 
alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses 
pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi 
korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti 
surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa. 
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Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses 
pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan 
dengan bukti surat Visum Et Repertum. 
2. Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-
alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari 
terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. 
Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan 
dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya 
dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk 
kasus yang diteliti oleh Penulis tidak terdapat kendala yang 
cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal 
tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang 
saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah 
melakukan kekerasan terhadap korban. 
Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh 
Penulis pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan 
saksi korban yang merupakan anak tiri dari Pelaku, dimana 
tindakan saksi korban untuk melaporkan Pelaku di dukung 
oleh Ibunya sendiri yang merupakan istri dari Pelaku yang 
dalam hal ini bertindak sebagai saksi. Selain itu di dukung 
oleh bukti surat yaitu Visum Et Repertum. Dan juga 
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keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui 
perbuatannya terhadap saksi korban. 
 
B. SARAN. 
1. UU PKDRT merupakan Lex Specialis dalam Sistem Hukum 
Nasional, yang merupakan bentuk perhatian khusus 
pemerintah terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam 
rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi pada 
perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah 
seharusnya elemen-elemen penegak hukum lebih mendalami 
UU tersebut, khususnyamengenai alat bukti dan proses 
pembuktian agar kedepannya proses penegakan hokum 
terhadap pelaku KDRT tidak berhenti di tengah jalan dan tidak 
terkesan mandul. 
2. Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum harus lebih 
giat memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban 
mereka yang ditegaskan dalam UU PKDRT bahwa setiap 
masyarakat wajib melaporkan jika terjadi KDRT di sekitarnya, 
hal tersebut diharapkan dapat meluruskan paradigm 
masyarakat terhadap KDRT yang selama ini dianggap menjadi 
urusan rumah tangga orang lain, tabuh, serta tidak boleh 
dicampuri. Akibat dari paradigm tersebut, KDRT tetap terjadi 
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